BAB Il

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yuridis yang sudah diuraikan, penulis ingin
menyampaikan kesimpulan yaitu dalam pembentukan undang-undang ini
Pemerintah Pusat masih bertindak sentralistik. Padahal aspek sosio-historis
pada suatu daerah merupakan salah satu aspek terpenting dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan. Setiap daerah di Indonesia
memiliki living law yang berlaku dalam masyarakat daerah masing-masing,
terutama daerah-daerah zelfbesturende landschappen yang berupa kerajaan.
Jika pembentukan undang-undang didasari oleh living law maka undang-
undang tersebut dapat berlaku lebih efektif dan mendapat respon positif dari
masyarakat ketimbang pembentukan undang-undang yang didasari oleh
keinginan penguasa semata. Dalam pembentukan undang-undang ini legal
drafter juga dinilai kurang memperhatikan aspek historis yuridis dengan
tidak memperhatikan keberadaan Keputusan Presiden Republik Indonesia
(Keppres) Nomor 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3
Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Berlaku Sepenuhnya Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil dari

pembentukan undang-undang ini juga belum sepenuhnya dirasakan
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manfaatnya oleh masyarakat Yogyakarta dengan baik mengingat angka

kemiskinan di Yogyakarta masih cukup tinggi.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang sudah penulis uraikan, terdapat
beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis :

1. Pemahaman Pemerintah Pusat dan juga legal drafter terkait aspek sosio-
historis perlu di tingkatkan. Supaya living law yang merupakan bagian
dari budaya yang terdapat dalam masyarakat dapat tetap terlestarikan.
Penulis juga memberikan saran jika sebaiknya living law dijadikan
sebagai pertimbangan utama dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan. Sudah seharusnya hukum yang berlaku di Indonesia
merupakan hukum responsive yang mengakomodasi kebutuhan
masyarakat dan bukan sebagai alat kepentingan pemerintah. Karena
itulah kegunaan DPR yang merupakan wakil dari rakyat dan sekaligus
instrumen negara untuk membentuk undang-undang.

2. Perlu ada beberapa masukan terkait Undang-Undang Keistimewaan
DIY tersebut supaya Undang-Undang Keistimewaan DIY tersebut dapat
lebih maksimal, yaitu :

a. Pada bagian pertanahan seharusnya tetap memperhatikan dan
menghargai keberadaan Keputusan Presiden Republik Indonesia
(Keppres) Nomor 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan
Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Di Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Daerah Daerah
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Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan
Berlaku Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Di
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun keduanya
hanya bersifat Keppres dan Perda, namun keduanya merupakan
bagian dari historis yuridis di DIY dan jika Keppres Nomor 33
Tahun 1984 beserta Perda DI'Y Nomor 3 Tahun 1984 tersebut
ingin dihapus setidaknya kedua peraturan perundang-undangan
tersebut tetap dihargai keberadaannya;
Pada bagian Pendanaan, penulis berharap bahwa pengaturan
Dana Keistimewaan pada Pasal 42 tersebut dapat ditambah
pernyataan

“Jika ada hal-hal yang bersifat ikhwal memaksa yang
menyangkut kesejahteraan masyarakat diluar dari urusan
kewenangan istimewa, maka Dana Keistimewaan dapat
digunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.”

Dengan pernyataan tambahan ini, Dana Keistimewaan
diharapkan dapat dialokasikan pada hal-hal yang lebih
mendesak seperti masalah sosial seperti kemiskinan dan masalah
lingkungan seperti pengelolaan sampah di Daerah Istimewa

Yogyakarta.
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